ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam transaksi e-commerce memberikan banyak
kemudahan bagi pengguna, khususnya saat bertransaksi menggunakan kartu kredit.
Kartu kredit selain memberikan banyak kemudahan juga memberikan dampak
negatif kepada pengguna yaitu kerugian, dengan begitu perlu adanya perlindungan
hukum bagi pengguna kartu kredit dalam transaksi e-commerce. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan melakukan
transaksi e-commerce dengan kartu kredit, dan untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi e-commerce.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Metode pendekatanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder
yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum,
pendapat para sarjana, dan hasil penelitian.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelebihan dan
kekurangan melakukan transaksi e-commerce menggunakan kartu kredit adalah
dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak dengan menjadikan transaksi
menggunakan kartu kredit lebih efektif, efisien, fleksibel, dan meningkatkan
kualitas SDM. Kekurangan nya yaitu dapat memberikan dampak negatif khusus
nya bagi konsumen seperti terjadinya pembobolan pada kartu kredit konsumen.
Namun semua itu kembali lagi bagaimana penggunaanya, karena dengan adanya
kekurangan kartu kredit tersebut masih tidak membuat jera konsumen untuk tetap
menggunakan kartu kredit dalam transaksi e-commerce. Jangan sampai kelebihan-
kelebihan yang terdapat dalam e-commerce malah memberikan petaka di kemudian
hari. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam
transaksi e-commerce diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Perbankan, dan
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila konsumen merasa di rugikan
maka dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana, dapat dilakukan
melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan. bentuk perlindungan diluar
pengadilan dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan atau perlindungan yang
diberikan oleh negara yaitu berupa pembentukan lembaga-lembaga perlindungan
konsumen seperti BPSK, , dan LPKSM.
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